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dan institusi publik terkorup dengan menggunakan 
indeks persepsi korupsi. Lembaga peradilan, polisi 
dan parlemen merupakan lembaga publik yang 
memiliki kinerja pelayanan publik yang tidak baik 
dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain. Serta 
peradilan, polisi dan parlemen juga merupakan 
lembaga terkorup. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa ada hubungan antara kinerja pelayanan publik 
dengan tingkat korupsi pada lembaga publik. 
Berdasarkan undang-undang, kekuasaan kehakiman 
dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
Badan-badan Peradilan meliputi: Peradilan Negeri, 
Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan 
Peradilan Militer, karena itu penelitian ini perlu 
dilakukan dalam rangka menjustifikasi kinerja 
pelayanan publik pada lembaga peradilan. 
Terciptanya kinerja pelayanan publik yang 
berkualitas tentunya akan menciptakan kepuasan 
masyarakat. Salah satu strategi mengatasi korupsi 
pada lembaga publik adalah dengan meningkatkan 
kinerja aparatur publik, sehingga diperfukan perhatian 
khusus dan mendalam terhadap pelayanan publik 
yang diberikan. Peranan pelayanan publik sangat 
penting artinya di dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang good governance yang terhindar 
Pelayaan publik oleh birokrasi publik merupakan 
salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara 
sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi 
negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik 
dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat, 
dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai 
pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau 
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata 
cara yang tel ah ditetapkan. 
Pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur 
pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai 
kelemahan dan belum dapat memenuhi kualitas yang 
diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan 
masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang 
disampaikan melalui media massa, sehingga dapat 
menimbulkan citra yang kurang baik terhadap 
aparatur pemerintah sebagai penyelenggara 
pelayanan publik. 
Menurut Sukowati, 1 pelayanan publik yang masih 
terkesan bertele-tele, berbelit-belit, dan tidak 
transparan, sarat dengan korupsi. Hal ini dapat 
dibuktikan oleh hasil survei Transparency 
International Indonesia (TII) terhadap institusi publik 
yang memiliki indeks pelayanan yang paling rendah 
Kata kunci: Pelayanan publik, korupsi, lembaga peradilan 
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the public service performance of each of the judiciary (District Court, the Religious Courts, State 
Administrative Court) in the city, (2) the level of corruption of public institutions justice is sufficient, however, 
differences in levels of corruption occurs in each of the judiciary (District Court, the Religious Courts, State 
Administrative Court) in the city, and (3) public services and a significant negative impact on the level of 
corruption in the judiciary in the City Semarang means the better performance of public services the lower 
the level of corruption, and vice versa. 
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Kinerja Pelayanan Publik 
Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan 
publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan 
pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 
perundang-undangan.2 Sedangkan menurut Lembaga 
Administrasi Negara3 diartikan sebagai segala bentuk 
kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah pusat, di daerah, dan di lingkungan 
badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang 
dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan 
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik 
adalah aktivitas pelayanan terhadap masyarakat yang 
dilakukan oleh lembaga dan aktor-aktor pemerintah. 
Tujuan pelayanan publik adalah untuk menyediakan 
pelayanan yang terbaik bagi publik atau masyarakat. 
Pelayanan yang terbaik adalah pelayanan yang 
memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang diinginkan 
dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan terbaik akan 
membawa implikasi terhadap kepuasan publik atas 
pelayanan yang diterima. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, pelayanan publik harus mencakup beberapa 
unsur: perlama, terdapat kejelasan antara h·ak dan 
kewajiban pemberi dan penerima pelayanan. Kedua, 
pengaturan pelayanan publik disesuaikan dengan 
kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Ketiga, 
kualitas proses dan hasil pelayanan memberikan 
keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian 
hukum. Keempat, apabila pelayanan publik dirasakan 
terlalu mahal, harus ada peluang bagi masyarakat untuk 
menyelenggarakan sistem pelayanan sendiri. 
Ada dua pendekatan dasar yang biasa dipakai untuk 
mengukur kinerja pelayanan publlk. Pertama, 
pendekatan pengukuran dari kualitas kinerja provider (the 
outputs with quality dimensions approach). Kedua, 
pendekatan kepuasan pelanggan/masyarakat {the client 
satisfaction approach).' 
Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara5 kinerja pelayanan publik dapat diukur dengan 
menggunakan lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM}, 
dimana lndeks Kepuasan Masyarakat (/KM) adalah data 
dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang 
diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan 
kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 
b = koefisien 
X = kinerja pelayanan publik 
dari korupsi. 
Berdasarkan latar belakang masalah maka 
permasalahan penelitian adalah bagaimana interaksi 
antara pelayanan publik dan tingkat korupsi pada 
lembaga peradilan di Kota Semarang. 
Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas 
yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
objek penelitian kinerja pelayanan publik dan tingkat 
korupsi yang diukur berdasarkan persepsi. Persepsi 
tentang kinerja pelayanan publik adalah kesan yang 
didapat oleh individu atau masyarakat terhadap 
pelayanan publik yang mereka terima. Sedangkan 
persepsi terhadap tingkat korupsi merefleksikan 
pengalaman-pengalaman individu atau masyarakat 
berinteraksi dengan lembaga publik. Adapun subjek 
penelitian adalah masyarakat yang menggunakan 
jasa atau pelayanan pada lembaga publik di Kota 
Semarang. Metode pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dengan mendatangi responden serta 
melakukan wawancara terkait dengan tujuan 
penelitian. 
Populasi dalam penelitian ada/ah 
masyarakat yang menggunakan jasa atau 
pe/ayanan publik pada Lembaga Peradilan yang 
meliputi: Pengadi/an Negeri, Pengadllan Agama 
dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota 
Semarang. Sampe/ penelitian yang digunakan 
adalah 120responden. 
Untuk mengetahui kinerja pelayanan publik 
digunakan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Nilai 
IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata 
tertimbang masing-masing unsur pelayanan. 
Perhitungan IKM memiliki 14 (empat belas) unsur 
pelayanan yang memiliki penimbang yang sama. 
Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan publik 
digunakan konversi dari data interval ke data ordinal 
dengan skala 4. Untuk mengetahui tingkat korupsi 
digunakan angka indeks persepsi korupsi (IPK). 
Dalam perhitungan IPK memiliki 3 (tiga) unsur korupsi 
yang memiliki penimbang yang sama. 
Untuk menjawab apakah pelayanan publik 
berpengaruh terhadap tingkat korupsi digunakan 
analisis regresi linier. Rumus yang dipakai adalah: 
Y =a+bX 
Y = tingkat korupsi 
a = konstanta 
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Korupsi 
Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruptio dari kata 
kerja corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, 
memutarbalik, atau menyogok. Menurut Transparency 
International Indonesia (TII), korupsi adalah perilaku 
pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai 
negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal 
memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat 
dengannya, dengan menyalah gunakan kekuasaan publik 
yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang 
hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar 
mencakup unsur-unsur (1) perbuatan melawan hukum; 
(2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau 
sarana; (3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau 
korporasi; dan (4) merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara. 
MenurutTaufikAbdullah,'korupsi adalah "as old as 
the organization of power". Inti korupsi adalah 
menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik 
atau pemilik untuk kepentingan pribadi.' Menurut Alatas10, 
koruptor dengan sengaja melakukan kesalahan atau 
melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau 
tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan 
memperoleh keuntungan pribadi. Sehingga korupsi 
menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu 
mempunyai kewenangan yang diberikan publik yang 
Keempat belas unsur pelayanan diatas, dijadikan 
dasar untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan 
pelayanan publik melalui indeks kepuasan masyarakat. 
Pengukuran indeks kepuasan masyarakat diperlukan 
untuk mengetahui perkembangan kinerja pelayanan 
publik. Dengan harapan dapat terjadi hubungan timbal 
balik antara masyarakat dengan lembaga penyelenggara 
pelayanan publik. 
ditetapkan; 
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu 
pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan; 
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan 
prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur 
sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada 
pemberi dan penerima pelayanan; 
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat 
keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan 
ataupun sarana yang digunakan, sehingga 
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan 
pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan 
dan pelaksanaan pelayanan. 
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik 
dengan membandingkan antara harapan dan 
kebutuhannya. 
Dimensi kualitas pelayanan merupakan indikator 
paling sering digunakan para peneliti di berbagai belahan 
dunia untuk mengukur kinerja pelayanan adalah variabel 
yang dikemukakan oleh I Leonard Berry6 tentang 
pelayanan dalam organisasi publik. Variabel-variabel 
tersebut adalah tangibles, reliability, credibility, 
competence, understanding the customer, communication, 
responsiveness, courtesy, security dan access. Adapun 
dalam penelitian ini, peneliti mengukur kinerja pelayanan 
publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara,7 dengan 14 unsur atau dimensi yang 
relevan, valid dan reliabel dalam mengukur kepuasan 
masyarakatantara lain: 
1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat 
dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; 
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan 
administratif yang diperlukan untuk mendapatkan 
pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya; 
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan 
kepastian petugas yang memberikan pelayanan; 
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan 
petugas dalam memberikan pelayanan terutama 
terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan 
yang berlaku; 
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan 
wewenang dan tanggung jawab petugas dalam 
penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan; 
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat 
keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam 
memberikan penyelesaian pelayanan kepada 
masyarakat; 
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan 
dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 
oleh unit penyelenggara pelayanan; 
8. Keadaan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan 
pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau 
status masyarakat yang dilayani; 
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan 
perilaku petugas dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat sopan dan ramah serta saling 
menghargai dan menghormati; 
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan 
masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan 
oleh unit pelayanan; 
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara 
biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah 
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menjauhkan darl pencapaian tujuan administrasi. 
Menurut Elliot'• terdapat 8 bentuk ma/ administrasi 
yaitu: ketidakjujuran (dishonesty), perllaku yang buruk 
(unethical behaviour), mengabaikan hukum (disregard of 
the /aw), favorltisme dalam menafsirkan hukum, per1akuan 
yang tidak adil terhadap pegawai, inefisiensi bruto (gross 
ineffienssy), menutup-nutupi kesalahan dan gagal 
menunjukkan inisiatif. Korupsi dilihat dari proses terjadinya 
perilaku korupsi dapat dibedakan dalam tiga bentuk: (1) 
Graft, yaitu korupsi yang bersifat internal. Korupsi ini 
terjadi karena mereka mempunyai kedudukan dan jabatan 
di kantor tersebut. Dengan wewenangnya para bawahan 
tidak dapat menolak permintaan atasannya. Bawahan 
justru berkewajiban melayani atasannya, bila menolak 
atau mencegah permintaan atasan maka dianggap 
sebagai tindakan yang tidak loyal terhadap atasan, (2) 
Bribery (penyogokan, penyuapan), yaitu tindakan korupsi 
yang melibatkan orang lain di luar dirinya (instansinya). 
Tlndakan ini dilakukan dengan maksud agar dapat 
mempengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan 
atau keputusan yang dibuat akan menguntungkan 
pemberi, penyuap atau penyogok. Tlndakan ini bisa 
berupa materi ataupun jasa, korupsi semacam ini 
seringkali terjadi pada dinas/instansi yang mempunyai 
tugas pelayanan, menerbitkan surat ijin, rekomendasi dan 
sebagainya sehingga mereka yang berkepentingan lebih 
suka mencari calo, memberi uang pelicin agar urusannya 
dapat diperlancar, (3) Nepotism, yaitu tindakan korupsi 
berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang 
tidak berdasar pada pertimbangan objektif, rasional, tapi 
didasarkan atas pertimbangan "nepotis" dan" 
kekerabatan". Ketiga indikator ini dijadikan ukuran indeks 
persepsi korupsi pada penelitian ini. 
Sedangkan korupsi bila dllihat dari sifat korupsinya 
dibedakan menjadi dua yaitu: (1) korupsi individualis, yaitu 
penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu atau 
beberapa orang dalam suatu organisasi dan berkembang 
suatu mekanisme muncul, hilang dan jika ketahuan pelaku 
korupsi akan terkena hukuman yang bisa berupa 
disudutkan, dijauhi, dicela, dan bahkan diakhiri nasib 
karimya. Perilaku korup ini dianggap oleh kelompok 
(masyarakat) sebagai tindakan yang menyimpang, buruk, 
dan tercela, (2) korupsi sistemik, yaitu korupsi yang 
dilakukan oleh sebagian besar (kebanyakan) orang dalam 
suatu organisasi (melibatkan banyak orang). 
Menurut Baswir, 15 ada 7 pola korupsi yang sering 
dilakukan oleh oknum-oknum pelaku tindak korupsi, baik 
dari kalangan pemerintah maupun swasta, yaitu: (1) pola 
konvensional; (2) pola upeti; (3) pola komisi; (4) pola 
menjegal order; (5) pola perusahaan rekanan; (6) pola 
seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan 
untuk keuntungan dirl sendirl.11 
Dalam perspektif hukum nasional pasca reformasi, 
rumusan kejahatan korupsi lebih komprehensif.12 
Kejahatan korupsi dipandang sebagai setiap orang yang 
secara melawan hukum memperkaya dirl sendiri atau 
orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara. Secara 
substansif, pasal tersebut mengandung perbuatan 
seseorang, baik aparat pemerintah atau bukan, tetapi 
perbuatan yang menyalahi kewenangan tersebut, baik 
secara keseluruhan maupun sebagian dapat berakibat 
timbulnya kerugian negara. 
Dalam perspektif internasional, yang 
direkomendasikan oleh PBB, melalui Centre for 
lntemational Crime Prevention secara lebih rinci bahwa 
kejahatan koruspi sangat terkait dengan sepuluh 
perbuatan pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut 
antara lain pemberian suap (bribary), penggelapan 
(embezzlement). pemalsuan (fraud), pemerasan 
(extortion), penyalahgunaan jabatan atau wewenang 
(abuse of discretion), pertentangan kepentingan/memiliki 
usaha sendirl (internal trading), pilih kasih atau tebang pilih 
(favoritisme), menerlma komisi, nepotisme (nepotism), 
kontrlbusi atau sumbangan ilegal (illegal contribution). 
Secara faktual, perbuatan korupsi yang dapat 
menimbulkan kerugian negara ditemukan di lapangan 
hampir 90 % kejahatan tindak pldana korupsi dilakukan 
oleh pejabat publik.13 
Menurut UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 
2001, ada 30 jenis tindakan yang dikategorikan sebagai 
tindak pidana korupsi. Tlndak pidana korupsi ini dapat 
dikelompokkan menjadi 7 kategori: (1) Kerugian keuangan 
negara, (2) Suap-menyuap, (3) Penggelapan dalam 
jabatan, (4) Pemerasan, (5) Perbuatan curang, (6) 
Benturan kepentingan dalam pengadaan dan 
(7) Gratifikasi. 
Adapun beberapa jenis tindak pidana korupsi yang 
lain, diantaranya: memberl atau menerlma hadiah atau 
janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; 
pemerasan dalam jabatan; ikut serta dalam pengadaan 
(bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); serta 
menerima gratifikasi (bagi pegawai negerl/penyelenggara 
negara). 
Menurut TII, korupsi adalah bentuk perbuatan 
menggunakan barang publik, bisa berupa uang dan jasa, 
untuk kepentingan memperkaya dirl dan bukan untuk 
kepentingan publik. Korupsi adalah bagian darl ma/ 
administrasi yaitu suatu praktek yang menyimpang darl 
etika administrasi atau suatu praktek administrasi yang 
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Sehingga menurut Walgito", suatu proses psikologis 
merupakan suatu persepsi jika terdapat karakteristik 
berikut, yaitu adanya obyek yang dipersepsikan, alat indra 
(reseptor) dan perhatian. Obyek persepsi dapat berada di 
dalam maupun di luar individu. Jika obyek persepsi berada 
di dalam individu yang mempersepsi, berarti individu 
tersebut mempersepsi dirinya sendiri, sehingga ia dapat 
mengerti dan mengevaluasi keadaan dirinya sendiri. 
Namun jika persepsi berada di luar individu yang 
mempersepsi, maka obyek persepsi dapat berupa benda- 
benda, situasi atau manusia. 
Selama proses mempersepsi suatu obyek, individu 
dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor ekstemal. Faktor 
internal merupakan faktor-faktor yang ada dalam diri 
individu, seperti pengalaman, perasaan, kemampuan 
berpikir, kerangka acuan, dan motivasi. Sedangkan faktor 
ekstemal berupa rangsangan itu sendiri dan faktor 
lingkungan di mana persepsi itu berlangsung. 
Berdasarkan kerangka teori diatas, maka model 
konseptual penelitian berupa kerangka pemikiran teoritis 
penelitian dapat dijelaskan pada gambar 1. 






Prosedur pe layan an 
Persepsi 
Persepsi (perception) diartikan sebagai penglihatan 
atau tanggapan daya memahami/menanggapi'6• Persepsi 
merupakan cara bagaimana seseorang melihat dan 
menaksirkan suatu obyek atau kejadian. Seseorang akan 
melakukan tindakan sesuai persepsinya, sehingga 
persepsi memiliki peranan yang sangat penting dalam 
mempengaruhi perilaku seseorang. Seseorang yang 
mengalami suatu persepsi selalu melalui suatu proses 
tertentu. Proses tersebut dimulai saat diterimanya 
rangsangan melalui alat penerima, kemudian diteruskan 
ke otak. Dalam otak terjadi proses psikologis yang 
menyebabkan seseorang sadar tentang apa yang 
dialaminya. 
kuitansi fiktif; (7) pola penyalahgunaan wewenang yang 
tidak konsisten dan pandang bulu, lemahnya evaluasi dan 
revisi peraturan perundang-undangan. 
Dalam penelitian ini, untuk mengukur tingkat korupsi 
digunakan ukuran indeks persepsi korupsi (IPK). 
Pengukuran korupsi merupakan sebuah langkah yang 
sangat penting dalam mengevaluasi kesuksesan lembaga 
publik dalam menjalankan pelayanan publik serta 
kebijakan anti korupsinya. 
l(orupsl Internal 
I r i " : i- ! j ... 1 I ~ Penyoeokan dan .. ~ penyuapan :, :, .. 1: ; ... J2 ~ l .. .! .. ! 
Nepotism 
Muhammad Shoim, lnteraksi Pelayanan Publik dan Ttngkat Korupsi di Lembaga PeradOan 
Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat 
Korupsi 
Pengujian hipotesis penelitian dengan 
Berdasarkan tabel 4 terjadi perbedaan tingkat 
korupsi di lingkungan peradilan Kota Semarang, 
dimana tingkat korupsi pada Pengadilan Agama 
masuk kategori rendah, sedangkan Pengadilan 
Negeri dan Tata Usaha Negara masuk kategori 
sedang. Masih tingginya persepsi responden 
terhadap tingkat korupsi pada lembaga peradilan 
terutama pada Pengadilan Negeri dan Tata Usaha 
Negara disebabkan masih ragu-ragunya responden 
terhadap pemberantasan korupsi yang diakukan oleh 
lembaga tersebut. Sebanyak 35 persen responden 
menyatakan kurang setuju terhadap lembaga 
peradilan menindak praktek korupsi pada lembaga 
tersebut, sedangkan 18,3 persen yang menyatakan 
sangat setuju. 
Sumber: data primerdiolah, 2009. 
1,34 0 Rendah 
30 
Tingkat Korupsi 
Tanggapan responden terhadap tingkat korupsi 
pada lembaga peradilan yang terdiri dari 3 indikator 
dapat dilihat pad a tabel 3. 
Berdasarkan tabel 2 terjadi perbedaan kinerja 
pelayanan publik di lingkungan peradilan di Kota 
Semarang, dimana kinerja pelayanan publik 
Pengadilan Agama masuk kategori baik, sedangkan 
Pengadilan Negeri dan Tata Usaha Negara masuk 
kategori cukup baik. 
Tata Usaha N 1 85 C Cu baii 
Sumber: data primer diolah, 2009. 
Publik 
Pmdilan Mean Kualitas Pe 
Tabel 4. Tingkat Korupsi berdasarkan Lingkungan 
Peradilan 
Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden menyatakan bahwa 
tingkat korupsi lembaga peradilan di Kota Semarang 
adalah rendah yaitu 61, 7 persen sedangkan yang 
menyatakan sangat tinggi sebesar 5 persen. Secara 
rata-rata (mean) tingkat korupsi pada lembaga 
peradilan mempunyai nilai IPK = 1,575 = 2 
(dibulatkan). Sehingga kategori tingkat korupsi adalah 
C artinya tingkat korupsi pada lembaga peradilan 
adalah sedang. Jika dilihat dari tingkat korupsi 
berdasarkan masing-masing peradilan, terjadi 
perbedaan tingkat korupsi, hal ini dapat dijelaskan 
pada tabel 4. 
Sumber: data primerdiolah, 2009. 
Tmekat Konmsi Jumlah Persentase 
Rendah 74 61.7 
SedanR. 29 24.2 
Tm1t2i II 9.2 
San~t Timm 6 5.0 
Total 120 100.0 
Tabet 3. Tanggapan terhadap Tingkat Korupsi 
Tabel 2. Kinerja Pelayanan Publik berdasarkan 
Lingkungan Peradilan 
Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden menyatakan bahwa 
kinerja pelayanan publik pada lembaga peradilan 
adalah baik yaitu 37 ,5 persen dan yang menyatakan 
tidak baik sebesar 10,8 persen. Secara rata-rata 
(mean) nilai kinerja pelayanan publik pada lembaga 
peradilan mempunyai nilai IKM = 2,7 = 3 (dibulatkan). 
Sehingga kategori kualitas pelayanan publik adalah B 
artinya kinerja pelayanan publik adalah baik. Jika 
dilihat dari kinerja pelayanan publik berdasarkan 
masing-masing peradilan, terjadi perbedaan kinerja 
pelayanan public, hal ini dapat dijelaskan pada tabel 
2. 
Sumber: data primer diolah, 2009. 
K.i~a Pela\'3llall Publik Jwnlah Pmen13Se 
tid3k baii 13 10.8 
kurang bm 36 30.0 
baii 45 37J 
sanpi baii 26 21.7 
Total 120 100.0 
Tabel 1. Tanggapan terhadap Kinerja Pelayanan 
Publik 
Kinerja Pelayanan Publik 
Tanggapan responden terhadap kinerja 
pelayanan publik pada lembaga peradilan di Kota 
Semarang yang terdiri dari 14 indikator dapat dilihat 
pada tabel 1. 
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menolak ketidakadilan (inequity) akibat upah di 
bawah standar (underpaymen~. Sehingga korupsi 
merupakan salah satu reaksi kompromistis dari 
perasaan ketidakadilan tersebut. Sedangkan menurut 
Saefuddm," salah satu penyebab sulitnya korupsi 
diberantas di Indonesia adalah adanya ketidakrelaan 
menerima gaji yang relatif terbatas dibandingkan 
dengan tingkat kebutuhan yang layak. 
Selain rendahnya gaji yang merupakan variabel 
utama yang melatarbelakangi praktik korupsi di 
lndonesia,21 variabel lain yang mendukung terjadinya 
korupsi adalah aspek organisasi, yaitu tidak adanya 
kultur organisasi yang benar." Dan faktor-faktor 
penyebab timbulnya korupsi tersebut kelihatannya 
masih berada pada tataran atau dimensi 
konsepsional yang abstrak sifatnya, sedangkan 
dalam tataran atau dimensi praktis, yang 
sesungguhnya merupakan 'faktor pemelihara' terus 
berfangsungnya korupsi, belum tersentuh. Dimensi 
praktis atau dapat dikatakan juga aspek administratif 
penyebab munculnya korupsi adalah sebagai berikut: 
1. Sistem administrasi yang belum sempurna untuk 
mencegah kebocoran. 
2. Tingkat kesejahteraan aparatur yang masih 
dibawah standar. Ada suatu mitos yang 
berkembang bahwa pegawai negeri atau 
aparatur adalah pejuang bangsa, abdi negara 
dan abdi masyarakat. Oleh karena itu, 
merupakan hal yang tabu apabila seorang 
aparatur lebih mementingkan pemenuhan 
kebutuhan sehari-harinya dibandingkan 
pengabdiannya. Hal ini menjadi semacam 
pembenar mengenai rendahnya penghasilan 
pegawai negeri. Dengan penghasilan yang pas- 
pasan, sementara di luar lingkungannya banyak 
terjadi kemewahan yang diperf ihatkan oleh para 
pengusaha dan pejabat tinggi, maka terjadilah 
kesenjangan antara kelompok yang memiliki 
fasilitas, lobby maupun monopoli disatu pihak 
dengan aparatur kebanyakan di lain pihak. Selain 
itu terjadi kesenjangan pula antara penghasilan 
yang diterimanya setiap bulan dengan biaya 
kebutuhan yang harus dikeluarkan. Berbagai 
Kecilnya pengaruh pelayanan publik terhadap 
tindak korupsi, dapat dijelaskan dari beberapa peneliti 
terdahulu. Secara empiris penelitian yang dilakukan 
oleh Darsono" menghubungkan terjadinya korupsi 
akibat gaji yang rendah, juga perasaan tidak sanggup 
I .27 .07 .06 ._ _ _.__ _ _ _._ __ _. 
a Predictors: (Constant), pelayanan publik 
Mode 
Berdasarkan hasil komputasi data diperoleh 
persamaan regresi : Y = 2,263 - 0,255 X , dimana 
pelayanan publik berpengaruh yang signifikan 
terhadap tingkat korupsi dengan nilai ~ = -3, 132 
lebih besar dari t.,.. = 1,96 dan sig a= 0.02 lebih kecil 
sig a = 0.05. namun demikian pengaruhnya negatif, 
artinya semakin baik pelayanan publik lembaga 
peradilan semakin rendah tingkat korupsinya 
demikian sebaliknya. Hal ini memperkuat sintesis 
Sukowaf" bahwa terdapat hubungan antara kinerja 
pelayanan publik dengan tingkat korupsi pada 
lembaga publik, yakni pelayanan yang masih 
terkesan bertele-tele, berbelit-belit, dan tidak 
transparan sarat dengan korupsi. 
Dari hasil komputasi data dapat dilihat dari angka 
detem,inasi yaitu R= 0,077 berarti tingkat korupsi 
hanya dijelaskan sebagian kecil oleh pelayanan 
publik yaitu sebesar 7,7 persen, sedangkan 92,3 
persen di jelaskan faktor selain pelayanan publik. 





menggunakan analisis regresi sederhana dilakukan 
untuk menguji pengaruh kinerja pelayanan publik 
terhadap tingkat korupsi. Hasil perhitungan yang 
dilakukan dengan menggunakan bantuan program 
SPSS dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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adalah C artinya tingkat korupsi pada lembaga 
peradilan adalah sedang. Jika ditinjau 
berdasarkan pada masing-masing lembaga 
peradilan menunjukkan bahwa tingkat korupsi 
pada Pengadilan Agama masuk kategori rendah. 
sedangkan Pengadilan Negeri dan Tata Usaha 
Negara masuk kategori sedang. Jadi tingkat 
korupsi Pengadilan Agama lebih baik jika 
dibandingkan dengan tingkat korupsi pada 
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha 
Negara. 
3. Pelayanan publik berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat korupsi. Namun demikian 
pengaruhnya negatif, artinya semakin baik 
kinerja pelayanan publik lembaga peradilan 
semakin rendah tingkat korupsinya demikian 
sebaliknya. Hal ini memperkuat sintesis Sukowati 
bahwa terdapat hubungan antara kinerja 
pelayanan publik dengan tingkat korupsi pada 
lembaga publik, yakni pelayanan yang masih 
terkesan bertele-tele, berbelit-belit, dan tidak 
transparan sarat dengan korupsi. 
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Kesimpulan 
1. Secara keseluruhan. rata-rata (mean) nilai kinerja 
pelayanan publik pada lembaga peradilan 
{Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan 
Pengadilan Tata Usaha Negara) mempunyai nilai 
IKM = 2,7 = 3 (dibulatkan). Sehmgga kategon 
kualitas pelayanan publik adalah B artinya ktnel')a 
pelayanan publik adalah baik. Namun demikian 
jika ditinjau dari masing-masing peradilan. teqadi 
perbedaan kinerja pelayanan publik d1 lingkungan 
peradilan Kota Semarang. Kinerja pelayanan 
publik Pengadilan Agama lebih baik jika d1 
banding dengan kinerja pelayanan publik pada 
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha 
Negara Kota Semarang. 
2. Secara rata-rata (mean) tingkat korupsi pada 
lembaga peradilan {Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha 
Negara ) mempunyai nilai IPK = 1,575 = 2 
{dibulatkan). Sehingga kategori tingkat korupsi 
kesenjangan inilah yang mendorong aparatur 
untuk menyeleweng manakala ada kesempatan 
untukitu. 
3. Sanksi hukum secara konkrit belum maksimal 
dan sulit ditegakkan. Meskipun sudah ada 
peraturan yang secara khusus mengatur 
mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. 
namun dalam implementasinya sulit untuk 
ditegakkan. lni terkait dengan kemauan politik 
pemerintah yang belum mempertihatkan secara 
serius niat untuk memerangi korupsi yang ada di 
Indonesia. Buktinya adanya KPK diharapkan 
dapat mencegah korupsi, ternyata di tubuh KPK 
sendiri terjadi korupsi. 
4 Kecenderungan kolusi yang sulit dibuktikan. 
Masih dalam konteks birokrasi patrimonial dan 
rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur, 
kesemuanya ini membawa kepada 
kecenderungan terjadinya kolusi antara 
penguasa dengan pengusaha, atau antara 
birokrat dengan konglomerat. Dalam prakteknya, 
fakta adanya kolusi hanya bisa diketahui secara 
formil, sedangkan kebenaran materiilnya sangat 
sulit untuk dibuktikan. Disinilah diperlukan 
pembaruan sistem hukum yang tidak semata- 
mata mengandalkan kebenaran formil dalam 
pembuktiannya, tetapi juga harus 
memperhatikan perasaan keadilan dalam 
masyarakat secara materiil. 
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